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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan ini manusia mempunyai kebutuhan yang beraneka ragam, 

untuk dapat memenuhi semua kebutuhan tersebut manusia di tuntut untuk bekerja. 

Baik pekeijaan yang diusahakan sendiri maupun bekeija pada orang lain. Pekerjaan 

yang diusahakan sendiri maksudnya adalah bekerja atas usaha modal dan tanggung 

jawab sendiri. Sedangkan bekerja dengan orang lain maksudnya adalah bekeija 

dengan bergantung pada orang lain, yang memberi perintah dan mengutusnya, karena 

ia harus tunduk dan patuh pada orang lain yang memberikan pekeijaan tersebut.

Negara Indonesia adalah negara maritim. Dengan banyaknya daerah perairan

i

yang ada memberikan manfaat bagi setiap bangsa Indonesia. Salah satunya adalah 

sebagai sarana tansportasi laut . Transportasi nasional khususnya transportasi laut 

mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis. Utamanya untuk mewujudkan 

dan memantapkan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dibandingkan transportasi darat atau transportasi udara, transportasi laut 

mempunyai kelebihan khusus yaitu mempunyai karakteristik mampu melakukan 

pengangkuitan secara massal serta dapat menghubungkan dan menjangkau ke 

seluiruh pulau-pulau wilayah Indonesia melalui perairan. Dengan kata lain

Zainal Asikin. Dasar-Dasar Hukum perburuhan. Jakarta . PT.Raja Grafindo. 2002.hlm 1
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transportasi laut adalah sarana penting untuk mewujudkan fungsi laut sebagai perekat 

dan pemersatu pulau-pulau wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain 

menjadi sarana transportasi Laut juga menciptakan peluang pekerjaan bagi 

masyarakat. Antara lain adalah menjadi pekeija bongkar muat barang di pelabuhan 

dimana para pekerja berada di bawah naungan perusahaan yang dapat berupa 

Perseroan Terbatas ataupun Koperasi.

Perusahaan muat bongkar ( stevedoring) adalah perusahaan yang menjalankan 

bisnis bidang jasa pemuatan barang ke kapal (loading ) dan pembokaran barang dari 

kapal (unloading). Perusahaan ini terdiri dari tenaga ahli yang pandai menempatkan 

barang di dalam ruang kapal yang terbatas itu sesuai dengan sifat barang, ventilasi 

yang diperlukan, dan tidak mudah bergerak. Demikian juga ketika membongkar

barang dari kapal diperlukan keahlian, sehingga barang dapat di bongkar dengan 

mudah, efisien, dan tidak menimbulkan kerusakan.3

Pada umumnya pekeijaan memuat dan membongkar barang-barang ke dalam dan 

dari dalam kapal dilakukan oleh stuwador (stevedore\ yaitu suatu badan usaha yang 

bergerak dalam bidang perkapalan. Para stuwador menyediakan jasanya untuk 

perushaan pelayaran atau pengangkut (carrier). Tapi, ada juga perusahaan pelayaran 

yang mengeijakan sendiri pekeijaan bongkar muat sehingga dia merangkap sebagai

2 Majalah Forum Hukum Volume 4 Nomor 1. 2007. hlm 34
54AbdUlkadir Muhammad- Hukum Pengangkutan Niaga. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti. 1998. hlm
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stuwador di samping sebagai pengangkut, bahkan ada juga yang bertindak sebagai 

agen untuk perusahaan pelayaran lain.4

Setiap perusahaan, baik yang bergerak dalam bidang jasa, dagang maupun 

manufaktur, membutuhkan suatu sistem perencanaan yang baik. Di dalam 

melaksanakan perencanaan tersebut, perusahaan dituntut untuk memiliki suatu sistem 

pengendalian intern guna meningkatkan mekanisme pengendalian yang efektif dan 

efisien, sehingga sasaran dan tujuan perusahaan dapat tercapai sesuai dengan apa 

yang diharapkan. Pengendalian intern memegang peranan penting bagi perusahaan 

dan dapat berjalan efektif jika sistem-sistem yang ada di dalam pengendalian tersebut 

sudah tepat dan layak. Untuk menunjang terlaksananya sistem pengendalian yang 

baik, suatu perusahaan membutuhkan sumber daya manusia yang terampil, cakap, 

terdidik, ulet dan jujur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Dalam pelaksanaannya setiap perusahaan atau badan hukum menciptakan hak 

dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Salah satu hak pekeija adalah menerima 

upah atau gaji sesuai dengan sistem pengupahan yang telah disepakati bersama. 

Sistem penggajian dan pengupahan adalah sistem yang melibatkan beberapa orang 

karyawan atau pegawai sebagai tenaga kerja di dalam suatu perusahaan. Sistem 

penggajian dan pengupahan merupakan hal yang sangat penting, mengingat bahwa 

menjaga tingkat gaji dan upah yang bersaing akan mempermudah upaya untuk 

mendapatkan dan mempertahankan personel yang bermutu. Manusia sebagai tenaga 

kerja akan setia bekerja di perusahaan, jika perusahaan menjamin untuk memberikan 

4 Radiks Purba. Angkutan Muatan Laut. Jakarta. Bhratara Karya Aksara. 1981. hlm 41



4

imbalan yang layak secara kemanusiaan dan sesuai dengan sumbangan jasa yang 

diberikan tenaga keija.5

Penerapan sistem penggajian dan pengupahan yang baik dapat menciptakan 

tercapainya kesepakatan keija di dalam perusahaan. Untuk mengetahui apakah sistem 

tersebut sudah dilaksanakan dengan baik, maka sistem tersebut perlu diuji dan 

diperiksa. Pemeriksaan ini dilakukan terutama dalam pembayaran gaji dan upah yang 

tidak seharusnya, kesalahan dalam penjumlahan gaji dan upah dan realisasi gaji dan 

upah yang sesungguhnya. Untuk menghindari kerugian yang disebabkan oleh sistem 

penggajian dan pengupahan tersebut, perusahaan memerlukan sistem pengendalian 

intern yang baik, untuk mencapai tujuan perusahaan yang diinginkan.

Sistem pengupahan tersebut juga harus disesuaikan dengan Upah Minimum

Regional suatu Daerah. Upah Minimum Regional adalah suatu standar minimum

yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah

kepada pegawai, karyawan atau buruh di dalam lingkungan usaha atau keijanya. Saat

ini UMR juga dienal dengan istilah Upah Minimum Propinsi (UMP) karena ruang

cakupnya biasanya hanya meliputi suatu propinsi. Selain itu setelah otonomi daerah 

berlaku penuh, dikenal juga istilah Upah Minimum Kabupaten/Kota.6

Kutipan laporan Akhir Polsri. Analisis Terhadap Sistem Pengendalian Intern Atas Penggajian dan 
Pengupahan Pada PT. Dharma Lautan Nusantara Cabang Palembang .pustaka.polisriwiiaya.ac.id.di 
akses 4 Maret 2008

wikipedia.org. Upah Minimum Regional. Di akses 4 maret 2008WWW,
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Aspek hukum bidang pengupahan meliputi proses dan kewenangan penetapan 

upah, pelaksanaan upah, perhitungan dan pembayaran upah, serta pengawasan dan 

pelaksanaan ketentuan upah. Secara hukum kesemua ini harus dipahami dasar dan 

falsafahnya. Kemudian dipadukan dengan aspek lainnya seperti aspek teknis dan 

aspek ekonomis.

Aspek teknis bidang pengupahan ini tidak hanya sebatas bagaimana 

perhitungan dan pembayaran upah dilakukan, tetapi juga menyangkut bagaimana 

proses upah ditetapkan. Mulai dari penetapan Upah Minimum Provinsi, Upah 

Minimum Kota, dan upah minimum sektoral kabupaten/kota. Apa saja dasar 

pertimbangan penetapannya dan siapa yang berwenang untuk menetapkan?

Terkait dengan masalah 

Kalimantan Timur menjadi heboh karena adanya mogok kerja dan unjuk rasa yang

pengupahan ini pada tahun 2002 Provinsi

melumpuhkan industri perkayuan se-kaltim pada saat itu serikat pekerja/serikat buruh

menuntut besar nilai UMSP sektor perkayuan dan kehutanan sama dengan KHM/PL 

(Kebutuhan Hidup Minimum untuk Pekerja Lajang). Permasalahannya s angan 

runyam di satu pihak serikat pekeija/serikat buruh memegang teguh Persetujuan 

bersama 21 November 2000, sedangkan dipihak lain pengusaha merasa tidak mampu 

karena dalam kondisi usaha yang sedang lesu akibat krisis 1997.7

•j

Abdul Khakim. Aspek Hukum Pengupahan Berdasarkati Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. 
Bandung. PT.Citra Aditya Bakti. 2006. hlm 2
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Polemik tersebut menjadi konflik dan akhirnya menyulut mogok keija dan 

unjuk rasa yang melumpuhkan semua industri perkayuan di Provinsi Kalimantan 

Timur. Penanganan masalah ini juga melibatkan banyak pihak. Beberapa kasus yang 

terkait kekurangan perhitungan upah termasuk uang pesangon yang terakumulasi 

beberapa tahun sering mencuat ke permukaan dan sering memicu konflik yang 

berkepanjangan. Penanganannya mulai dari tingkat perusahaan, dinas/instansi yang 

membidangi ketenagakerjaan, kantor bupati/walikota, DPRD Kabupaten/Kota, kantor 

gubernur, DPRD Provinsi, dan sampai ke pusat. Bahkan tidak jarang sampai juga ke 

pengadilan8

Berdasarkan uraian di atas, tampak jelas bahwa para pihak harus benar-benar

memahami ketiga aspek diatas, ketika salah satu pihak berpegang hanya pada satu 

aspek, akhirnya sulit ditemukan keputusan yang bijak.oleh sebab itu, sangat keliru 

jika ada sebagian pihak berpendapat bahwa bidang ketenagakerjaan hanyalah masalh 

normatif (undang-undang), karenanya faktanya dimensi ketenagakerjaan sangat 

kompleks, seperti masalah pengupahan ini. Oleh karena itu penulis tertarik untuk 

membahas masalah sistem pengupahan dalam skripsi ini. Judul yang diambil penulis 

adalah “Studi Tentang Sistem Pengupahan Pekerja Bongkar Muat Barang Di 

Pelabuhan Bom Baru Palembang”.

ibid
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B. Permasalahan

Dari latar belakang yang telah kita lihat sebelumnya, ada beberapa hal yang perlu 

untu kita ketahui, antara lain :

1. Bagaimana Sistem Pengupahan Pada Pekerja Bongkar Muat Barang 

Di Pelabuhan Bom Baru Palembang ?

2. Mengapa Sistem Pengupahan Pada Pekeija Bongkar Muat Barang Di 

Pelabuhan Bom Baru Palembang Tidak Mengikuti Sistem Pengupahan 

Upah Minimum Provinsi (UMP) ?

C. Ruang lingkup

Ruang lingkup yang dibahas dalam skripsi ini di batasi pada sistem

pengupahan pekeija bongkar muat di pelabuhan di kota Palembang khususnya

Pelabuhan Bom Baru.

D. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Sistem Pengupahan Pada Pekerja Bongkar Muat 

Barang Di Pelabuhan Bom Baru Palembang

2. Untuk mengetahui alasan yuridis mengapa Sistem Pengupahan Pada 

Pekerja Bongkar Muat Barang Di Pelabuhan Bom Baru Palembang Tidak 

Mengikuti Sistem Pengupahan Upah Minimum Provinsi (UMP)
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E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Sebagai bahan masukan sekaligus dapat diambil manfaatnya bagi 

pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum ketenagakerjaan pada 

khususnya.

2. Secara Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

perusahaan atau badan hukum yang bergerak di bidang bongkar muat kapal 

dan bagi masyarakat umum tentang Sistem Pengupahan Pada Pekerja 

Bongkar Muat Barang Di Pelabuhan Bom Baru Palembang.

F. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Soeijono Soekanto berpendapat bahwa penelitian hukum dapat dibagi

dalam penelitian hukum Normatif, yang terdiri dari penelitian terhadap asas-

asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, 

serta perbandingan hukum. Selain itu ada pula penelitian empiris yang terdiri 

dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum.9

Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan sebuah penelitian yang 

sistematis, hal tersebut harus dilakukan untuk mendapatkan hasil yang efektif. 

Dalam hal ini penulis lebih banyak menggunakan data sekunder yaitu berupa 

9 Bambang Suggono. Metode Penelitian Hukum. 1996. PT.Raja Grafindo Persada.hlm 41
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bahan-bahan pustaka, hasil-hasil penelitian dan literatur-literatur. Maka 

penulis menitik beratkan pada penelitian yuridis normatif. Namun dalam hal 

ini ditunjang juga dengan penelitian empiris yang menggunakan data primer 

sebagai data penunjang atau pelengkap, berupa hasil wawancara dengan pihak

yang bersangkutan.

2. Metode pengumpulan data

Dalam penyusunan laporan ini menggunakan dua laporan

pengumpulan data yaitu:

a. Penelitian kepustakaan (Library research)

Tujuan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah 

menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian.10

Untuk mendapatkan data sekunder melalui penelitian kepustakaan 

dilakukan penulis dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum yaitu :

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang 

mengikat yang terdiri dari perundang-undangan yang 

berkaitan dengan isi skripsi ini.

2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer seperti hasil penelitian ,hasil 

karya kalangan hukum, dan lain-lain yang berkaitan dengan 

skripsi ini.

10 Ibid. hlm 112
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3) Bahan hukum tersier, yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder 

seperti kamus, ensiklopedi, dan lain-lain, 

b. Penelitian Lapangan ( Field research)

Cara pengumpulan data dengan melakukan penelitian dalam rangka 

memperoleh data yang diperlukan. Metode penelitian dilakukan dengan 

cara interview, yaitu cara untuk memperoleh informasi atau data dengan 

bertanya langsung pada nara sumber yang diwawancarai. Penulis 

menggunakan metode wawancara langsung atau lisan pada narasumber

secara sistematis. Responden dalam interview ini adalah pengurus dan

pekerja pada perusahaan yang menaungi pekerja bongkar muat kapal di

pelabuhan Bom Baru Palembang.

3. Analisis Bahan Hukum

Data-data yang didapat , baik data primer, maupun data sekunder 

dianalisis menggunakan metode deskriptif dalam arti melukiskan suatu hal. 

Secara kualitatif merupakan tatacara penelitian yang menghasilkan data bukan 

berupa angka-angka melainkan kata-kata, selanjutnya data-data kualitatif 

tersebut diuraikan dengan metode deskriptif untuk menggambarkan 

pelaksanaan pekerjaan pekerja bongkar muat kapal guna menemukan jawaban 

pemecahan permasalahan.
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G. Lokasi Penelitian

Disini penulis menggunakan lokasi penelitian guna memperlancar skripsi ini,

yaitu Pelabuhan Bom Baru. Menggunakan Pelabuhan Bom Baru karena, lembaga

yang menaungi pekeija bongkar muat pelabuhan tersebut terdapat pada koperasi

Bom Baru itu sendiri, dan ini dapat mempermudah penulis untuk memperoleh

data dan informasi yang penulis butuhkan.
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